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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami munajatkan kehadlirat Allah SWT, atas terselesaikannya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kertosono Tahun 2023. 

Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata 

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan 

Kertosono Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga 

diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan 

Kertosono dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan 

target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan 

Kertosono. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan 

serta informasi terhadap isi laporan ini. 

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat 

dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang serta sebagai 

bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM/LATAR BELAKANG 

Gambaran umum Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk memiliki luas wilayah 2.267,5 

Ha yang sebagian besar terdiri dari kawasan permukiman dan Bangunan & Halaman seluas 

839,5 Ha,lahan sawah 1.188,5 Ha lahan kering seluas 183,5 Ha dan lainnya seluas 56,4 Ha. 

Secara Administratif Kecamatan Kertosono  terdiri dari 13 Desa dan 1 (satu) Kelurahan 

yaitu : 

Tabel 1 

Desa  

1. Desa Drenges 8. Desa  Tembarak 

2. Desa Juwono 9. Desa  Pelem 

3. Desa Bangsri 10. Desa  Kutorejo 

4. Desa Kalianyar 11. Kelurahan Banaran 

5. Desa Tanjung 12. Desa  Lambangkuning 

6. Desa Nglawak 13. Desa Pandantoyo 

7. Desa Kepuh 14. Desa Kudu 

 

Sedangkan jumlah penduduk 65.079 jiwa dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2 

Penduduk Kecamatan Kertosono 

No Nama Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 DRENGES 4.587 4.359 8.946 

2 JUWONO 1.221 1.181 2.402 

3 BANGSRI 1.443 1.394 2.837 

4 KALIANYAR 1.268 1.219 2.487 

5 TANJUNG 2.242 2.207 4.449 

6 NGLAWAK 3.211 3.117 6.328 

7 KEPUH 1.613 1.640 3.253 

8 TEMBARAK 2.220 2.221 4.441 

9 PELEM 3.855 3.852 7.707 

10 KUTOREJO 1.373 1.359 2.732 

11 BANARAN 3.241 3.268 6.509 

12 LAMBANGKUNING 1.844 1.756 3.600 

13 PANDANTOYO 2.043 2.058 4.101 

14 KUDU 2.155 3.132 5.287 

 Jumlah 32.316 32.763 65.079 

 

Sedangkan Sedangkan luas wilayah 2.349,52 Ha dengan rincian sebagai berikut: 



  

 

Tabel 2 

Luas Wilayah Kecamatan Kertosono 

No Nama Desa/Kelurahan 
Luas Wilayah  

(Ha) 
Keterangan 

1 DRENGES 448,09  

2 JUWONO 117,00  

3 BANGSRI 93,22  

4 KALIANYAR 134,60  

5 TANJUNG 204,49  

6 NGLAWAK 255,00  

7 KEPUH 170,58  

8 TEMBARAK 111,47  

9 PELEM 248,00  

10 KUTOREJO 52,32  

11 BANARAN 99,00  

12 LAMBANGKUNING 129,45  

13 PANDANTOYO 199,80  

14 KUDU 86,50  

 Jumlah 2.349,52  

 

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, 

terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan 

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu 

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. 

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada 

atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai 

akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala 

pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah 

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP). 

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa 

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 



  

Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai 

kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai 

dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam 

rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk menyusun media 

Pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkjIP 

Kecamatan Kertosono Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai kinerja Kecamatan Kertosono bagi Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder). Penyusunan 

Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk mengacu kepada 

Review Rencana Strategis Kecamatan  Kertosono Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-

2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kertosono merupakan 

penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah  (RKPD) Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2023, serta   Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.  

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran 

kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun 

impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggungjawaban atas 

target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima 

mandat. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) adalah: 

a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk; 

b) Sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan; 

c) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah 

untuk meningkatkan kinerjanya. 



  

 

C. LANDASAN HUKUM 

 Sebagaimana dimanatkan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa organisasi perangkat 

daerah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan. Adapun peraturan 

perundang-undangan yang mendukung dalam penyusunan laporan kinerja tahunan 

adalah sebagai berikut :  

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman, pembinaan evaluasi 

LAKIP; 

6. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan 

dan Kinerja instansi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah ( SAKIP )  

9. Peraturan Meteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata 

cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ( Lembaran Daerah Kabupaten 

Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2020 Nomor 8 ) : 

12.  Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan 

Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk. 

 

D. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan 



  

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam 

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit 

Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas 

pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Kertosono. 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK 

 

 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 

KELURAHAN BANARAN  

KECAMATAN KERTOSONO KABUPATEN NGANJUK 

 

 

1. Tugas Pokok 

 Tugas pokok Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu: 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan 

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 

sebagian urusan otonomi daerah 

2. Fungsi 

 Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi : 



  

a. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak 

dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; 

c. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 

d. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat; 

e. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan; 

f. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum ; 

g. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ; 

h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah ; dan 

i. Pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan 

pengawasan pemerintahan desa. 

Struktur Organisasi Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk terdiri dari : 

a. Camat 

b. Sekretaris Kecamatan 

c. 2 (dua) Subbag yaitu Sub Bagian Umum (belum terisi) dan Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

d. 4 (empat) Seksi yaitu Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa,  

Pemerintahan  dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi 

Ketentraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum. 

e. Kelurahan 

Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah, serta 

melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Kelurahan mempunyai fungsi:  

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 

2) Pemberdayaan masyarakat; 

3) Pelayanan masyarakat; 

4) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

5) Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum; dan Pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Struktur Organisasi K e l u r a h a n  B ana r a n  Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk terdiri  dari : 

a. Lurah 



  

b. Sekretaris Kelurahan 

c. 3 (tiga) Seksi yaitu,  Pemerintahan  dan Pelayanan Publik, Seksi 

Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman, Ketertiban, dan 

Pemerintahan Umum. 

 

 

 Tabel 1 

DAFTAR RINCIAN /KOMPOSISI PEGAWAI KECAMATAN 

KERTOSONO TAHUN 2023 

 

No  Urusan/Eselon 

Jumlah Pegawai Ju
m

lah
 

GOL I GOL II GOL III GOL IV 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Eselon III a - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 
2 Eselon III b - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 
3 Eselon IV a - - - - - - - - - - 1 4 - - - - 5 
4 Eselon IV b - - - - - - - - - - 2 3 - - - - 5 
5 Staf Pelaksana - - - - - - 4 8 1 1 - - - - - - 14 

Jumlah - - - - - - 4 8 1 1 3 8 - 1 - - 26 

 

E. ISU-ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI 

ORGANISASI 

E.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan 

Kecamatan Kertosono 

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

Kecamatan Kertosonomenggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis 

SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada 

masing-masing analisis sebagai berikut: 

a. Analisis Lingkungan Internal 

1) Faktor Kekuatan ( Strong ) 

1) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 

Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit 

Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk. Dalam 

Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai 

kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi 

tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan 

Kertosono; 

2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki 

integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi; 



  

3) Pola kerja di Kecamatan Kertosono yang sistematik dan 

terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, 

efisien, dan efektif; 

4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan 

dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja 

yang kondusif dan nyaman; 

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang 

relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–

tugas di Kecamatan; 

6) SDM Aparatur Kecamatanyang mempunyai jenjang 

pendidikan yang tinggi. 

 

2. Faktor Kelemahan ( Weakness ) 

1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Kertosono ; 

2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 

belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;  

3) Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator 

komputer yang berhubungan dengan pelayanan; 

4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat 

musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal 

yang ditetapkan.  Hal ini karena proses dan mekanismenya 

yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam 

rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin 

dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan 

perencanaan. 

5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara 

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam 

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan 

berkelanjutan. 

6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang 

diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa 

perencanaan pembangunan. 

7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan pembangunan. 

 

b. Analisis Lingkungan Eksternal 

1) Faktor Peluang ( Opportunity ) 

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah 

tertata dengan baik; 



  

2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan 

berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembangunan; 

3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders); 

4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi 

perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk; 

5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2018-2023yang makin membuka peluang 

peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. 

2) Faktor Ancaman ( Threat ) 

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai 

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal 

tersebut harus ditampung dan diperhatikan; 

2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok 

masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses 

perencanaan pembangunan parsitipatif; 

3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat 

yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari 

masyarakat di Kecamatan Kertosono; 

4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada 

masyarakat. 

 

  



  

Tabel 3.1 

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan 

 

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah 

1  Belum optimalnya 
sinergi penyelenggaraan 
pemerintahan 
kecamatan 

 Kepuasan masyarkat 
terhadappelayanan publik 
masih kurang 

 

 Keterbatasan sarana 
prasarana pendukung 
pelayanan publik 

 Kurangnya wawasan dan 
pengetahuan personil dalam 
manajemen pelayanan publik 

   

Belum efektifnya koordinasi 
tugas umum pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat 
dan desa serta trantib 

 Hubungan kelembagaan 
antar perangkat daerah 
belum efektif 

 Rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan 

 Keterbatasan kewenangan 
Camat dalam pembinaan 
pemerintahan Desa 

   

 Penerapan atau implementasi 
tata kelola pemerintahan 
desa belum optimal. 

 Kurang tertibnya 
administrasi pemerintahan 
desa 

 

 

Aspek-aspek strategis Kecamatan Kertosono diperoleh dengan mengakomodasi isu 

strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 

2018-2023, yaitu “Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi birokrasi dan peningkatan 

pelayanan publik” 

Dari  Isu strategis tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pada Kecamatan Kertosono 

terdapat beberapa pemasalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang 

secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan 

secara optimal sesuai tugas dan fungsi; 

2. Keterbatasan kemampuan sumber daya aparatur dalam merumuskan kebijakan dan 

menyikapi perubahan peraturan; 

3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

 Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan 

sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

 A. Gambaran Umum /Latar Belakang; 



  

B. Maksud dan Tujuan 

C. Landasan Hukum 

D. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi 

E. Isu-Isu Strategis (Strategic Issued) Yang Sedang Dihadapi 

Organisasi) 

F. Sistematika Penulisan  

BAB II Perencanaan Kinerja  

 A. Ikhtisar Ringkasan Renstra/Renja dan; 

B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun Yang Bersangkutan  

BAB III A. Akuntabilitas Kinerja  

 A.1. Perbandingan Target  dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

A.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023  dengan  tahun tahun 

sebelumnya 

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan 

target Akhir pada Dokumen Restra 

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n)  dengan 

Standard Nasional (Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten 

yang berbatasan) 

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

A.7. Analisis   Program/Kegiatan   yang   Menunjang   Keberhasilan 

/Kegagalan pencapaian Kinerja 

 B. Realisasi Anggaran 

BAB IV Penutup 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/RENJA 

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih 

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi 

kepada hasil (result oriented governement), perlu adanya sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan 

evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2022, sesuai Peraturan 

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk, wajib menyusun LkjIP. Informasi dalam dokumen LKjIP 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan tugas setiap organisasi perangkat daerah. 

Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, 

yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, dalam rangka pelaksanaan tugas 

Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Kertosono dipimpin oleh 

Camat Kertosono dan mempunyai bawahan yang terdiri dari 1 Sekretaris 

Kecamatan, 4 Kepala Seksi, dan  1  Kepala  Sub  Bagian, 1 Lurah, 1 Sekretaris 

Kelurahan,  3 Kepala Seksi Kelurahan,  Jumlah  pegawai secara keseluruhan 

sebanyak 26 orang PNS, 6 orang Non ASN Kecamatan dan 7 Orang Non ASN 

di Kelurahan. Tugas pokok Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk yaitu  

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan 

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah. 

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam  pencapaian  Visi  dan Misi 

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran 

jangka menengah Kecamatan Kertosono dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat 

ditetapkan. Adapun Tujuan Kecamatan Kertosono adalah meningkatnya 

sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan, yang diukur dengan indikator 



  

kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa Nilai sinergitas 

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 

Untuk mencapai sasaran tersebut telah ditetapkan indikator dengan capaian 

seperti dalam tabel berikut : 

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

 

88 88,09 100,10% 

 

Sasaran 2. Meningkatnya efektifitas Koordinasi Tugas umum pemerintahan,   

pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban 

 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Prosentase Koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan  

masyarakat , sarana prasarana dan  

pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

100 100,00 100 

 

Sasaran 3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 

 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Prosentase Desa yang menerapkan 

tata kelola pemerintahan yang baik 
100 84,62 84,62 

 

Sasaran 4. Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

 

Indikator Target Realisasi Capaian 

Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

100 100,00 100 

 

Keseluruhan  anggaran  (Belanja  Tidak  Langsung  dan  Belanja  Langsung) 

pada Kecamatan Kertosono pada tahun 2023 sebesar Rp 4.760.440.292,- telah 

terserap sebesar 91,04%. atau sejumlah Rp 4.334.106.204,- 

Melalui LKjIP Kecamatan Kertosono Kabupaten  Nganjuk  Tahun  2023 

ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun 

selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk. 



  

B. PERJANJIAN KINERJA PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN 

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 

Rencana Strategis Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-

2023 adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan  

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan 

2. Sasaran 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan 

b. Meningkatnya efektifitas Koordinasi Tugas umum pemerintahan,   pemberdayaan 

masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban 

Indikator : Prosentase Koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan  masyarakat , sarana prasarana dan  pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti 

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik  

Indikator : Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang 

baik 

d. Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan  

Indikator : Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan. 

Masing-masing Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja 

dengan target kinerja untuk Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel di bawah 

: 

Tabel 2.1 

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 

2023  Kecamatan Kertosono 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan 

tugas-tugas kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 
90 

2 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

88 

3. Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas 

umum pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, serta keamanan dan 

ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, 

keamanan dan ketertiban umum, 

kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, 

dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak 

lanjuti 

100 

4. Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa 

yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

100 

5 Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan 

100 

 



  

Tabel 2.2  Desa yang menyelesaikan administrasi desa 

 

No Jenis administrasi desa  Jumlah Desa 
Jml adm yg tepat 

waktu 

% desa adm tepat 

waktu. 

1. Penetapan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJM) Desa  

13 11 84,62% 

2. Penetapan Rencana Kerja 
Pemerintahan (RKP) Desa  

13 11 84,62% 

3. Penetapan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes) dan 
Perubahannya 

13 11 84,62% 

4. PenerbitanLaporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 

(LPPDes)  

13 11 84,62% 

5, Penerbitan LKPPDesa 13 11 84,62% 

6, Penerbitan IPPDesa 13 11 84,62% 

7, Penerbitan Pertanggungjawaban 
APBDesa 

13 11 84,62% 

 Rata-rata capaian   84,62% 

 

Indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan 

Kertosono merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance 

Indicator), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan 

menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan 

sebagai acuan organisasi perangkat daerah. 

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan 

perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik 

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi 

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari 

program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Kertosono 

Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis 

(Renstra) Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan 

mengambil target tahun 2023.. 

 

2.2 Perjanjian Kinerja 

Sesuai ketentuan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertosono 2023 disusun sesuai 

ketentuan, Perjanjian Kinerja berdasar Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari empat sasaran strategis 

sebagai berikut : 



  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

2. Meningkatnya efektifitas Koordinasi Tugas umum pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban 

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 

4. Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 

2023 

 

Tabel 2.3 

Perjanjian Kinerja Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk 

Tahun 2023 

 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) (4) 
1 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
pelayanan Kecamatan 

88 

2 Sasaran 2 
Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum 
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, 
serta keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 
pemerintahan, keamanan dan ketertiban 
umum, kesejahteraan masyarakat, sarana 
prasarana, dan pemberdayaan masyarakat 
yang ditindak lanjuti 

100% 

3. Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang 
baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik 
100% 

4. Sasaran 4 
Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib 
perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

100% 

 

Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan 

Kertosono Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran 

sebesar Rp 4.760.440.292 yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja 

Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kertosono merupakan perwujudan 

kewajiban Kecamatan Kertosono untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan 

kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2023 tergambar dalam tingkat 

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program 

dan kebijakan yang ditetapkan. 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran capaian indikator  kinerja  sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja  merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran 

kinerja dapat diterapkan sehingga  kinerja  suatu   instansi   dapat   diketahui   tingkat 

keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan 

antara rencana kinerja ( performance plant ) yang diinginkan dengan realisasi kinerja 

(performance result) yang dicapai. 

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja 

yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria 

SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable 

(dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu). 

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2023, 

rumus yang dipergunaka adalah : 

  
 

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan 

Kertosono menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian 

rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, dengan pengukuran kinerja 

difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai 

berikut : 

 

 

 

Realisasi 

Capaian IKU =-------------------- x 100 % 

Target 



  

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja 

 

No. Interval Nilai Predikat 

1. 
Lebih dari 100% Sangat Baik 

2. 
75 % sampai 100 % Baik 

3. 
55 % sampai 75% Cukup 

4. 
Kurang dari 55 % Kurang 

 

Capaian kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk disajikan dengan 

membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi 

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja 

sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. 

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis 

penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, 

dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan 

diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian 

target kinerja. 

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditentukan 

dalam Dokumen Penetapan Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai   berikut : 

 

A.1. Perbandingan Target  dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 

Tabel 3.1.1 

Realisasi Kinerja Tahun 2023 

 
 

 

No 

 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator 

Kinerja 

 

Target 

Tahunn 2023 

 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun  

(2023) 

 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan 
Meningkatnya sinergitas 

penyelenggaraan tugas-tugas 
kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

90 82,81 92,01 

2. Sasaran 1 
Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

88 88,09 100,10 

3. Sasaran 2 
Meningkatnya efektifitas 
koordinasi tugas umum 

pemerintahan, pemberdayaan 
masyarakat dan desa, serta 
keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 
pemerintahan, keamanan dan ketertiban 
umum, kesejahteraan masyarakat, sarana 

prasarana, dan pemberdayaan 
masyarakat yang ditindak lanjuti 

100% 100% 100% 

4. Sasaran 3 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik 

100% 84,62% 84,62% 

5. 
 
 
 

Sasaran 4 
Meningkatnya Kelurahan yang 
tertib perencanaan, penganggaran 
dan pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib 
perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

100% 100% 100% 

 

Analisis capaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat” 

Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat diperoleh dari website E-Sukma, dengan perhitungan 

sebagai berikut : 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan 

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kertosono Berdasarkan gambar 

diatas Nilai IKM pada Kecamatan Kertosono mencapai 88,09 dengan Jumlah NRR IKM 

Tertimbang 3.52. Sehingga capaian dari indikator tersebut ialah 100,10% 

Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu melalui strategi menindak lanjuti   

pengaduan   masyarakat yang   ditanggapi   dan   diselesaikan,   serta menyediakan 

pelayanan administrasi perkantoran. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan serta sudah memahaminya akan aplikasi   e-SUKMA.   

Sedangkan   kebijakannya   yakni   menerima   masukan maupun saran dari masyarakat 

yang harus ditindaklanjuti lewat pengaduan melalui kotak saran atau saran yang 

disampaikan pada survei kepuasan masyarakat dan menyediakan kebutuhan administrasi 

perkantoran dengan melalui program pelayanan administrasi perkantoran 

- Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana  prasarana,  dan pemberdayaan masyarakat 

yang ditindak lanjuti 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori 100% dalam hal ini target 

terealisasi sudah sesuai dengan  target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan 

kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada  Camat  sudah 

bisa terlaksana   dikarenakan  tercukupinya personel  dan pejabat yang membidangi 



  

sudah terisi  terisi sejak  tribulan I Tahun Anggaran berkenan 

- Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Pada analisis capaian sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 

dengan target 100% namun hanya bisa terealisasi 84,62% sehingga capaian kinerja 

sebesar 84,62%. Terkait dengan capaian tersebut disebabkan dari 13 Desa yang ada 11 

Desa masuk kategori Cepat Berkembang sedangkan yang 2 Desa lainnya masuk 

kategori Desa Berkembang. 

Presentase tersebut dapat diukur melalui website epdeskel dengan melihat kategori Desa 

Cepat Berkembang, tentunya dengan menggunakan perhitungan desa cepat 

berkembang per jumlah desa dikalikan dengan 100% 

Berikut tampilan presentase desa melalui website epdeskel : 

 

 

- Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Prosentase Kelurahan yang menerapkan tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100% 

Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator 

Kelurahan di Kecamatan Kertosono yang menyelesaikan perencanaan, penganggaran 

dan pelaporan tepat waktu mencapai 100% dalam hal ini sesuai target yang ditetapkan 

sebesar 100%, Adapun di Kecamatan Kertosono hanya ada 1 Kelurahan yaitu Kelurahan 

Banaran 

Presentase tersebut dapat diukur melalui perhitungan jumlah Kelurahan  yang tepat 

waktu dalam perencanaan, penganggaran dan pelaporan per jumlah Kelurahan dikalikan 

dengan 100% 

 

 



  

A.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023  dengan  tahun tahun sebelumnya 

Tabel 3.1.2 
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022 dan Tahun 2021 

 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target  Kinerja Realisasi Kinerja 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas 

penyelenggaraan tugas-

tugas kecamatan 

Nilai sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

90 90 90 - 76,04 82,81 

2. Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik 

kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

84 86 88 84,00 86,00 88,09 

3. Sasaran 2 

Meningkatnya 

efektifitas koordinasi 

tugas umum 

pemerintahan, 

pemberdayaan 

masyarakat dan desa, 

serta keamanan dan 

ketertiban 

Prosentase koordinasi 

bidang pemerintahan, 

keamanan dan 

ketertiban umum, 

kesejahteraan 

masyarakat, sarana 

prasarana, dan 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Sasaran 3 

Meningkatnya tata 

kelola pemerintahan 

desa yang baik 

Prosentase Desa yang 

menerapkan tata 

kelola pemerintahan 

yang baik 

96% 98% 100% 100% 100% 84,62% 

5. Sasaran 4 

Meningkatnya 

Kelurahan tertib 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan 

Prosentase Kelurahan 

yang tertib 

perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Analisa atas capaian indikator-indikator  sasaran  adalah  sebagai berikut : 

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan 

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun 

sebelumnya dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan 

publik pemerintah daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yakni pada tahun 

2021 mencapai 84,00 sedangkan tahun 2022 meningkat mencapai 86,00. Kemudian pada 

tahun 2023 kembali meningkat mencapai 88,09. Hal ini bisa tercapai salah satu 

penyebabnya adalah sudah adanya pemahaman dan penguasaan aplikasi e-SUKMA dan 

memaksimalkan personel di Kecamatan Kertosono yang ada semaksimal dan seefektif 

mungkin. 

Indeks kepuasan masyarakat senantiasa harus terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan 

terus memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan fasilitas yang 

terbaik dalam pelayanan publik. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban 

umum, Kesejahteraan masyarakat,  sarana  prasarana,  dan  pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti 

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun 

sebelumnya dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas 

umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta keamanan dan 

ketertiban  dengan indikator Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti bisa dipertahankan capaian  setiap tahunnya. Yakni 

pada tahun 2021 mencapai 100,00 sedangkan tahun 2022 meningkat mencapai 100,00. 

Kemudian pada tahun 2023 kembali mencapai 100,00. Hal ini bisa tercapai dikarenakan 

tercukupinya personel  dan pejabat yang membidangi sudah terisi  terisi sejak  tribulan I 

untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. 

-    Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun 

sebelumnya dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan 

desa yang baik mengalami naik turun setiap tahunnya, yakni pada tahun 2021 mencapai 

100,00 sedangkan tahun 2022 mencapai 100,00 kemudian pada tahun 2023 turun 

menjadi 84,62 hal disebakan dari 13 Desa yang ada 11 Desa masuk kategori Cepat 

Berkembang sedangkan yang 2 Desa lainnya masuk kategori Desa Berkembang, yang 

diukur melalui website epdeskel 

- Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun 

sebelumnya dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya Kelurahan tertib 

perencanaan, penganggaran dan pelaporan dapat dipertahankan capaian  setiap 



  

tahunnya, yakni pada tahun 2021 mencapai 100,00 sedangkan tahun 2022 mencapai 

100,00. Kemudian pada tahun 2023 kembali mencapai 100,00. Hal ini bisa tercapai 

dikarenakan tercukupinya personel  dan pejabat yang membidangi sudah terisi sejak  

tribulan III untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana termaktub dalamDokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023. 

 

A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target Akhir 

pada Dokumen Restra 

 

 

Tabel 3.1.3.1 

Target  Kinerja Renstra 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Target  Renstra 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas 
penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

90 90 90 90 90 

2. Sasaran 1 
Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

80 82 84 86 88 

3. Sasaran 2 
Meningkatnya efektifitas koordinasi 
tugas umum pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, 
serta keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 
pemerintahan, keamanan dan 
ketertiban umum, kesejahteraan 
masyarakat, sarana prasarana, dan 
pemberdayaan masyarakat yang 
ditindak lanjuti 

100% 100% 100% 100% 100% 

4. Sasaran 3 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan 

tata kelola pemerintahan yang baik 

92% 94% 96% 98% 100% 

5. 

 

 

 

Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 
perencanaan, penganggaran dan 
pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 
pelaporan 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Tabel 3.1.3.2 

Perbandiangan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra 
 

 

 
 

No 

 

 
 

Sasaran Strategis 

 

 

Indikator 

Kinerja 

Target 

Tahun 

Akhir 

Renstra 

 

Realisasi 

Kinerja 

Tahun 

2023 

 

Tingkat 

Kemajuan 

(%) 

1 2 3 4 5 6 
1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas 
penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan 

Nilai sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

90 82,81 92,01 

2 Sasaran 1 
Meningkatnya kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) pelayanan Kecamatan 

88 88,09 100,10 



  

3 Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas koordinasi 
tugas umum pemerintahan, 
pemberdayaan masyarakat dan desa, 
serta keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 
ketertiban umum, 
kesejahteraan masyarakat, 
sarana prasarana, dan 
pemberdayaan masyarakat 
yang ditindak lanjuti 

100% 100% 100% 

4 Sasaran 3 
Meningkatnya tata kelola 
pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang 

menerapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

100% 84,62% 84,62% 

5 Sasaran 4 
Meningkatnya Kelurahan yang tertib 
perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

Prosentase  Kelurahan yang 
tertib perencanaan, 
penganggaran dan pelaporan 

100% 100% 100% 

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai  berikut : 

-    Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan 

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi 88,09 dari target yang ditetapkan 

88 dengan prosentase capaiannya sebesar 100,10 %. 

Capaian indikator sasaran dapat diperoleh dengan upaya yang sistematis dan 

berkelanjutan, dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu dengan 

strategi dan kebijakan : 

1. Menerima masukan maupun saran dari masyarakat 

2. Menyediakan kotak saran atau saran yang disampaikan pada survei kepuasan 

masyarakat 

3. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat  

4. Menanggapi dan menyelesaikan pengaduan masyarakat,  

5. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran.  

6. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan.  

- Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban 

umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana  prasarana,  dan pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100%dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

Capaian indikator sasaran masih mendapatkan kategori dalam hal ini target terealisasi 

sudah sesuai dengan  target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan kegiatan 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada  Camat  sudah bisa 

terlakasana   dikarenakan  tercukupinya personel  dan pejabat yang membidangi sudah 

terisi  terisi sejak  tribulan I Tahun Anggaran berkenan 

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Persentase adalah dengan memaksimalkan 

kinerja. 

-   Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 

terealisasi 84,62%. dari target yang ditetapkan 100% dengan prosentase capaiannya 

sebesar 84,62%. 



  

Capaian indikator sasaran tidak/belum sesuai dengan target yang ditentukan dengan 

indikator desa pada Kecamatan Kertosono yang menyelesaikan administrasi desa tepat 

waktu, yakni berdasarkan website epdeskel dari 13 Desa yang ada 11 Desa masuk 

kategori Cepat Berkembang sedangkan yang 2 Desa lainnya masuk kategori Desa 

Berkembang 

- Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Prosentase Kelurahan yang menerapkan tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan tahun 2023 terealisasi 100%” dari target yang ditetapkan 100 % dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100% 

Capaian indikator sasaran sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan indikator 

Kelurahan pada Kecamatan Kertosono yang menyelesaikan perencanaan, penganggaran 

dan pelaporan tepat waktu mencapai 100%, sesuai target yang ditetapkan sebesar    

100%. 

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran dengan target akhir Renstra penting 

untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil 

Perangkat Daerah dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hasil analisis ini dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang yang akan 

dating  dan untuk membuat penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

 

 

Peneraparan Desa Cepat Berkembang pada indikator presentase desa yang 

menerapkan tata kelola yang baik mencapai 100% dengan target kinerja 100% 

sehingga diperoleh tingkat kemajuan sebesar 100%. 

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenan (n) dengan Standard Nasional 

(Minimal dengan Regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan) 

 

Tabel 3.1.4 

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun  (n) dengan 

Standard Nasional 
 

No 

 

Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja Standart 

Nasional 

Realisasi 

Tahun 2023 

Tingkat 

Kemajuan 

1 2 3 4 5 6 

1. Tujuan 

Meningkatnya sinergitas 

penyelenggaraan tugas-tugas 

kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

- 82,81 - 

2. Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

81,00 88,09 7,09 

3. Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas 

koordinasi tugas umum 

pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, serta 

keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan 

masyarakat, sarana prasarana, dan 

pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

- 100% - 

4. Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik 

- 84,62% - 

5. Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

- 100% - 



  

 

Hasil perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar 

Nasional dapat memberikan wawasan berharga tentang pencapaian dan tantangan 

yang dihadapi oleh organisasi. Bilamana  organisasi mampu memenuhi atau melebihi 

Standar Nasional dalam berbagai aspek, ini bisa diartikan sebagai prestasi yang 

membanggakan. Dilihat dari sisi lain, jika terdapat kesenjangan antara kinerja aktual 

dan Standar Nasional, ini dapat digunakan sebagai landasan dan ukuran  untuk 

merumuskan strategi perbaikan dan pengembangan yang lebih baik dalam rangka 

mencapai tujuan dan pencapaian yang lebih optimal di masa yang akan datang. 

 

 

A.5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja 

 

Tabel 3.1.5 

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja 

 

 

No 

 

Sasaran Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Capaian 

Kinerja (%) 

Tercapai/Tidak 

Tercapai 

1 2 3 4 5 

1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan 

tugas-tugas kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

92,01 Tercapai 

2 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

100,10 Tercapai 

3 Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas koordinasi 

tugas umum pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, serta 

keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan 

masyarakat, sarana prasarana, dan 

pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

100% Tercapai 

4 Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola pemerintahan 

desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik 

84,62% Tidak Tercapai 

5 Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

100% Tercapai 

 

Analisa atas capaian indikator-indikator  sasaran  adalah  sebagai berikut : 

-   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan 

Indeks  kepuasan  masyarakat  tahun  2023  Tercapai  dengan realisasi 88,09 dari target 

yang ditetapkan 88 dengan prosentase capaiannya sebesar 100,10 %. 

- Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban 

umum, Kesejahteraan masyarakat, sarana  prasarana,  dan pemberdayaan 

masyarakat yang ditindak lanjuti 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 



  

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100,00% dari target yang ditetapkan 100,00% 

dengan prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

-   Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 

terealisasi 84,62% dari target yang ditetapkan 100,00% dengan prosentase capaiannya 

sebesar 84,62%. 

- Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Prosentase Kelurahan yang menerapkan tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan tahun 2023 terealisasi 100,00% dari target yang ditetapkan 100,00% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00% 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua Aparatur Kecamatan Kertosono untuk 

melaksanakan semua indikator kinerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 

Dengan kondisi riil yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatana 

Kertosono dengan kelebihan dan kekurangan di dalamnya, senantiasa berupaya untuk 

mencapai keberhasilan dan meminimalisir kegagalan dalam hal target kinerja yang telah 

ditetapkan. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

indikator kinerja pada tahun 2023 

a. Dilaksanakannya monitoring pelaksanaan program/kegiatan secara berkala; 

b. Koordinasi rutin antara Sekretaris Camat, Kasi dan Staf untuk menyukseskan 

pelaksanaan program/kegiatan; 

c. Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan sehingga diketahui permasalahan yang 

ada dan cara pemecahan terbaiknya; 

d. Dilakukannya koordinasi lintas instansi untuk sinergitas 

program/kegiatan 

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan kinerja 

diantaranya adalah koordinasi rutin dan insidentil antara Sekretaris Camat, Kasi dan 

Staf untuk menyukseskan pelaksanaan program/kegiatan; 

Sedang yang mempengaruhi kegagalan adalah terbatasnya kualitas dan kemampuan 

SDM yang mana ASN yang ada belum menguasai Teknologi Informatika secara 

baik  

 

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

Tabel 3.1.6 

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 
 

 

No 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator 

Kinerja 

 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

 

Realisasi 

Anggaran 

(%) 

 

Tingkat 

Efisiensi 

1 2 3 4 5 6 
1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan 

tugas-tugas kecamatan 

Nilai sinergitas penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan 

92,01 91,04 0,97 

2 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) pelayanan Kecamatan 

100,10 88,53 

 

11,57 



  

3 Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas koordinasi 

tugas umum pemerintahan, 

pemberdayaan masyarakat dan desa, serta 

keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 

ketertiban umum, kesejahteraan 

masyarakat, sarana prasarana, dan 

pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

100% 97,70 2,3 

4 Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola pemerintahan 

desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan 

tata kelola pemerintahan yang baik 

84,62% 100 (-15,38) 

5 Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

   Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

100% 98,77 1,23 

Tingkat efisiensi=% capaian kinerja - % penyerapan anggaran 

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai  berikut : 

-   Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan kecamatan 

Indeks  kepuasan  masyarakat  tahun  2023  tercapai  dengan realisasi 88,09 dari target 

yang ditetapkan 88 dengan prosentase capaiannya sebesar 100,10%, dan realisasi 

anggaran sebesar 88,53%  sehingga dapat diakumulasi tingkat  efisiensi sebesar 11,57% 

- Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana  prasarana,  dan pemberdayaan masyarakat 

yang ditindak lanjuti 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00%, dan realisasi anggaran sebesar 97,70%  

sehingga dapat diakumulasi efisiensi sebesar 2,30% 

-   Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 

terealisasi 84,62% dari target yang ditetapkan 100% dengan prosentase capaiannya 

sebesar 84,62%, dan realisasi anggaran sebesar 100,00% sehingga dapat diakumulasi 

efisiensi sebesar (-15,38) 

- Prosentase  Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

Prosentase Kelurahan yang menerapkan tertib perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100%, dan realisasi anggaran sebesar 97,70% adapun 

dalam hal efisiensi sebesar 1,23% 

 

A.7. Analisis   Program/Kegiatan   yang   Menunjang   Keberhasilan /Kegagalan 

pencapaian Kinerja 

 

 

 

 

 

 



  

Tabel 3.1.7 

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan 

 

 

No 

 

 

Sasaran 

Strategis 

 

 

Indikator 

Kinerja 

 

 

Program/ Kegiatan 

 

 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiata n 

 

Capaian 

Kinerja 

Program / 

Kegiatan (%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Tujuan 

Meningkatnya sinergitas 

penyelenggaraan tugas-tugas 

kecamatan 

Nilai sinergitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

kecamatan 

  92,01 

 Sasaran 1 

Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik kepada masyarakat 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

pelayanan Kecamatan 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

100,10 

   Perencanaan,  Penganggaran,  

dan   Evaluasi   Kinerja   

Perangkat    Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah yang 

disusun 

100% 

   Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase administrasi 

keuangan perangkat 

daerah yang terpenuhi 

100% 

   Administrasi Kepegawaian -  

   Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Persentase administrasi 

umum perangkat daerah 

yang terlaksana 

100% 

   Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase 

kebutuhan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintah 

daerah yang terpenuhi 

Daerah 

100% 

   Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase 

kebutuhan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

yang terpenuhi 

pemerintahan daerah 

yang terpenuhi 

100% 

   Pemeliharaan  Barang  Milik 

Daerah  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

yang layak fungsi 

100% 

 Sasaran 2 

Meningkatnya efektifitas 

koordinasi tugas umum 

pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa, serta 

keamanan dan ketertiban 

Prosentase koordinasi 

bidang pemerintahan, 

keamanan dan 

ketertiban umum, 

kesejahteraan 

masyarakat, sarana 

prasarana, dan 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

Program Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

danPelayanan Publik 

Tingkat efektifitas 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintah kecamatan 

 

100% 

   Koordinasi Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 

Persentase Penyediaan 

Koordinasi 

Penyelenggaraan 

Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 

100% 

   Koordinasi Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana 

Pelayanan Umum 

Persentase Penyediaan 

Koordinasi 

Pemeliharaan Prasarana 

dan Sarana Pelayanan 

Umum 

100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat 

Persentase Penyediaan 

Pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang 

dilimpahkan kepada Camat 

100% 



  

   Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

 

Persentase kegiatan 

pemeberdayaan desa 

yang dilaksanakan 

 

100% 

   Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

Jumlah kegiatgan 

Koordinasi Kegiatan 

Pemberdayaan Desa 

100% 

   Pemberdayaan Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

Persentase Penyediaan 

Kegiatan Pemberdayaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 

100% 

   Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan 

Persentase sarana dan 

persarana kelurahan 

yang dibangun  

100% 

   Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Tingkat efektifitas 

koordinasi ketentraman 

dan ketertiban umum 

100% 

   Koordinasi Upaya 

Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 

 

Jumlah laporan kegiatan 

bidang ketentraman dan 

ketertiban yang tersusun 

100% 

   Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 

Umum 

Tingkat efektifitas 

koordinasi koordinasi 

pemerintah Umum 

100% 

   Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

 

Persentase 

Pelaksanaan 

Kegiatan Urusan 

Pemerintahan Umum 

yang difasilitasi sesuai 

kebutuhan 

100% 

 Sasaran 3 

Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang 

menerapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik 

Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Tingkat efektifitas 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintah Umum 

84,62% 

   Fasilitasi,  Rekomendasi dan  

Koordinasi Pembinaan  dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

 

Persentase Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

100% 

 Sasaran 4 

Meningkatnya Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

Prosentase  Kelurahan 

yang tertib perencanaan, 

penganggaran dan 

pelaporan 

Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) 

Pelayanan Perangkat 

Daerah 

 

100% 

   Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Persentase administrasi 

umum perangkat daerah 

yang terlaksana 

100,00% 

   Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Persentase 

kebutuhan barang 

milik daerah penunjang 

urusan pemerintah 

daerah yang terpenuhi 

Daerah 

100,00% 

   Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Persentase 

kebutuhan jasa 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

yang terpenuhi 

pemerintahan daerah 

yang terpenuhi 

100,00% 

   Pemeliharaan  Barang  Milik 

Daerah  Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Persentase pemeliharaan 

barang milik daerah 

penunjang urusan 

pemerintahan daerah 

yang layak fungsi 

100% 

   Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

 

Persentase kegiatan 

pemberdayaan desa yang 

dilaksanakan 

 

100% 

   Kegiatan Pemberdayaan 

Kelurahan 

Persentase sarana dan 

persarana kelurahan 

yang dibangun 

100% 



  

   Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

Tingkat efektifitas 

koordinasi 

penyelenggaraan 

pemerintah Umum 

100% 

   Fasilitasi,  Rekomendasi dan  

Koordinasi Pembinaan  dan 

Pengawasan Pemerintahan 

Desa 

 

Persentase Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan 

dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

100% 

 

Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai  berikut : 

-  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota  

Hasil program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 

Kecamatan Kertosono, dengan anggaran Rp.3.769.374.742,- realisasi 

Rp.3.357.846.324,- atau penyerapan dana sebesar 89,08% 

Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan 

“Baik” dengan prosentase capaiannya sebesar 99,59 % 

-  Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  

Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 35.805.000,- 

realisasi Rp.35.689.500,- atau penyerapan dana sebesar 99,68 % 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi “Baik” dari target yang ditetapkan “Baik” dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

-  Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan,  

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp.534.066.300,00 realisasi 

Rp.527.096.130,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,69 % 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100%” dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

-  Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  

Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti, dengan 

anggaran sebesar Rp 27.300.000,- realisasi Rp 27.230.000,- atau penyerapan anggaran 

sebesar 99,74 % 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 



  

-  Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  

Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran              

Rp 58.300.000,- realisasi Rp 58.300.000,- atau penyerapan dana sebesar 100,00 %. 

Persentase  koordinasi  bidang  pemerintahan,  keamanan  dan  ketertiban umum, 

Kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan 

prosentase capaiannya sebesar 100,00 %. 

-  Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa  

Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp 335.594.250,- realisasi Rp 327.944.250,- 

atau penyerapan dana sebesar 97,72% 

Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik tahun 2023 

terealisasi 84,62% dari target yang ditetapkan 100% dengan prosentase capaiannya 

sebesar 84,62%. 

Prosentase Kelurahan yang menerapkan tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

tahun 2023 terealisasi 100% dari target yang ditetapkan 100% dengan prosentase 

capaiannya sebesar 100%. 

B. Realisasi Anggaran 

 

No 

Program 

Kegiatan 

Sub Kegiatan 

 

Pagu 

Anggaran 

 

Realisasi 

Anggaran 

 

Sisa 

Anggaran 

 

Penyerapan 

Anggaran (%) 

1 2 3 4 5 6 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.769.374.742 3.357.846.324 411.528.418 89,08% 

 Perencanaan,  Penganggaran,  dan   Evaluasi   Kinerja   

Perangkat    Daerah 
890.500 890.500 0 100% 

 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 292.000 292.000 0 100% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
598.500 598.500 0 100% 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.133.562.792 2.740.207.013 393.355.779 87,45% 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.132.865.992 2.739.512.013 393.353.979 87,44% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD 
265.000 265.000 0 100% 

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

431.800 430.000 1.800 99,58% 

 Administrasi Kepegawaian 0 0 0 0 

 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya 0 0 0 0 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 122.382.350 121.784.350 598.000 99,50% 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.516.300 26.483.750 32.550 99,88% 

 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.033.500 8.033.500 0 100% 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 
1.800.000 1.800.000 0 100% 

 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31.022.000 30.462.500 559.500 98,20% 

 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 743.950 738.000 5.950 99,20% 



  

 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor (Kelurahan Banaran) 
3.204.200 3.204.200 0 100% 

 Penyediaan Bahan Logistik Kantor  (Kelurahan Banaran) 49.262.400 49.262.400 0 100% 

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan (Kelurahan Banaran) 
1.800.000 1.800.000 0 100% 

 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
80.678.500 79.301.660 1.376.840 98,29% 

 Pengadaan Mebel 22.329.500 22.175.000 154.500 99,31% 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 44.349.000 43.126.660 1.222.340 97,24% 

 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan 

Banaran) 
14.000.000 14.000.000 0 100% 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 
209.580.000 201.165.641 8.414.359 95,99% 

 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 48.636.000 46.823.160 1.812.840 96,27% 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000 25.079.105 4.920.895 83,60% 

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

(Kelurahan Banaran) 
12.900.000 11.219.376 1.680.624 86,97% 

 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan 

Banaran) 
118.044.000 118.044.000 0 100% 

 Pemeliharaan  Barang  Milik Daerah  Penunjang  

Urusan Pemerintahan Daerah 
222.280.600 214.497.160 7.783.440 96,50% 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak 

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 
66.217.200 62.450.000 3.767.200 94,31% 

 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.055.000 12.025.000 30.000 99,75% 

 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 
139.683.400 136.069.160 3.614.240 97.41% 

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan  dan 

Pajak  Kendaraan Perorarangan Dinas atau  Kendaraan 

Dinas Jabatan (Kelurahan Banaran) 

4.325.000 3.953.000 372.000 91,40% 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 

Pelayanan Publik 
35.805.000 35.689.500 115.500 99,68% 

 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan 

di Tingkat Kecamatan 
30.780.000 30.664.500 115.500 99,62% 

 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan 

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi 

Vertikal Terkait 

30.780.000 30.664.500 115.500 99,62% 

 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 

Pelayanan Umum 
2.775.000 2.775.000 0 100% 

 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau 

Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana 
dan Prasarana Pelayanan Umum 

2.775.000 2.775.000 0 100% 

 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan 

kepada Camat 
2.250.000 2.250.000 0 100% 

 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan 

Kewenangan lain yang dilimpahkan 
2.250.000 2.250.000 0 100% 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 
534.066.300 527.096.130 6.970.170 98,69% 

 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 146.020.000 140.020.000 6.000.000 95,89% 

 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 
13.025.000 13.025.000 0 100% 

 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di 

Wilayah Kerja Kecamatan 

132.995.000 126.995.000 6.000.000 95,49% 

 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 

Kecamatan 
1.125.000 1.125.000 0 100% 

 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat 1.125.000 1.125.000 0 100% 

 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 386.921.300 385.951.130 970.170 99,75% 



  

 Pembangunan Sarana dan Prasarana Klurahan (Kelurahan 

Banaran) 
259.968.050 259.291.880 676.170 99,74% 

 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan 

Banaran) 
126.953.250 126.659.250 294.000 99,77% 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 
27.300.000 27.230.000 70.000 99,74% 

 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum 
27.300.000 27.230.000 70.000 99,74% 

 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di 

Wilayah Kecamatan 

27.300.000 27.230.000 70.000 99,74% 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Umum 
58.300.000 58.300.000 0 100% 

 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 
58.300.000 58.300.000 0 100% 

 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 

dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, 

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika 

serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

58.300.000 58.300.000 0 100% 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 

Desa 
335.594.250 327.944.250 7.650.000 97,72% 

 Fasilitasi,  Rekomendasi dan  Koordinasi Pembinaan  

dan Pengawasan Pemerintahan Desa 
335.594.250 327.944.250 7.650.000 97,72% 

 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.750.000 6.750.000 0 100% 

 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 
Partisipatif 

3.250.000 3.250.000 0 100% 

 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan 

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 
(Kelurahan Banaran 

325.594.250 317.944.250 7.650.000 97,65% 

 

C. Pencapaian Kinerja dan Anggaran 

 

No 

 

Sasaran / Progran 

 

Indikator 

Kinerja Anggaran 

Target Realisasi Capai an Alokasi Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Meningkatnya kualitas 

pelayanan publik kepada 

masyarakat 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) pelayanan Kecamatan 

88,00 88,09 100,10   

 

 Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Perangkat Daerah 

   3.565.839.142 

 

3.156.927.773 

 

88,53 

2. Meningkatnya efektifitas 

Koordinasi Tugas umum 
pemerintahan, pemberdayaan 

masyarakat dan desa serta 

keamanan dan ketertiban 

Prosentase Koordinasi bidang 

pemerintahan, keamanan dan 
ketertiban umum, kesejahteraan  

masyarakat , sarana prasarana dan  

pemberdayaan masyarakat yang 

ditindak lanjuti 

100% 100% 100%   

 

 Program 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

danPelayanan 
Publik 

Tingkat efektifitas koordinasi 

penyelenggaraan pemerintah 

kecamatan 

   35.805.000 35.689.500 99,68 

 Program Pemberdayaan 

Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Persentase kegiatan pemeberdayaan 

desa yang dilaksanakan 

   147.145.000 141.145.000 95,92 

 Program Koordinasi 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Tingkat efektifitas koordinasi 

ketentraman dan ketertiban umum 

   27.300.000 27.230.000 99,74 

 Program Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan 
Umum 

Tingkat efektifitas koordinasi 

penyelenggaraan pemerintah 
Umum 

   58.300.000 58.300.000 100,00 

3. Meningkatnya tata kelola 

pemerintahan desa yang baik 

Prosentase Desa yang menerapkan 

tata kelola pemerintahan yang baik 

100% 84,62% 84,62%   

 

 Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

Tingkat efektifitas koordinasi 

penyelenggaraan pemerintah 
Umum 

   10.000.000 10.000.000 100,00 

4. Meningkatnya Kelurahan 

yang tertib perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan 

Prosentase  Kelurahan yang tertib 

perencanaan, penganggaran dan 

pelaporan 

100% 

 

100% 100%    

 Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Pelayanan Perangkat Daerah 

   203.535.600 200.918.551 98,71% 

 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dan 

Kelurahan 

Persentase kegiatan pemberdayaan 
desa yang dilaksanakan 

   386.921.300 385.951.130 99,75% 

 Program Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

Tingkat efektifitas koordinasi 

penyelenggaraan pemerintah 
Umum 

   325.594.250 317.944.250 97,65% 



  

 

 

Analisa atas capaian indikator-indikator sasaran adalah sebagai  berikut : Program  

kegiatan   yang  dilaksanakan  oleh  Kecamatan  Kertosono  Kabupaten Nganjuk pada 

tahun 2023 sebanyak 6 program dijabarkan dalam 15 kegiatan dan 32 Sub Kegiatan. 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Hasil program ini adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di 

Kecamatan Kertosono, dengan anggaran Rp3.769.374.742,- realisasi 

Rp3.357.846.324,- atau penyerapan anggaran sebesar 89,08% 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

 Hasil program ini adalah meningkatnya prosentase koordinasi penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan yang ditindaklanjuti, dengan anggaran Rp 35.805.000,00 

realisasi Rp.35.689.500,- atau penyerapan anggaran sebesar 99,68 %  

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

 Hasil dari program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata 

kelola pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp.534.066.300,00 realisasi 

Rp.527.096.130,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,69 % 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

 Hasil dari program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan 

pemerintahan kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang 

ditindaklanjuti, dengan anggaran sebesar Rp27.300.000,00 realisasi Rp27.230.000,- 

atau penyerapan anggaran sebesar 99,74 % 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

 Hasil program ini adalah meningkatnya Prosentase penyelenggaraan pemerintahan 

kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti, dengan anggaran 

Rp58.300.000,00 realisasi Rp58.300.000,- atau penyerapan anggaran sebesar  100,00 

%. 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

 Hasil program ini adalah meningkatnya Persentase Desa yang menerapkan tata kelola 

pemerintahan yang baik, dengan anggaran Rp 335.594.250,00 realisasi Rp 

327.944.250,- atau penyerapan dana sebesar 97,72% 

Untuk realisasi belanja Kecamatan Kertosono pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 

4.334.106.204,-  atau sebesar  91,04% dari Pagu Anggaran Rp 4.760.440.292,- dari yang 

direncanakan. 

Secara umum Capaian/Realisasi Program tahun 2023 dapat memenuhi target kinerja 

yang diharapkan. Adapun faktor penyebab keberhasilan target kinerja antara lain : 

a. Keberhasilan capaian kinerja ini adalah adanya kerjasama yang baik 

antara pemerintah kecamatan dengan instansi vertikal. Kerjasama 

tersebut berupa koordinasi, baik secara langsung maupun melalui rapat 

yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan. 

b. Efisiensi penggunaan sumber daya 

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, Muspika, Korwil, UPT, 

Desa dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum, 



  

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan 

desa. 

c. Pemberdayaan  potensi sumber daya yang ada seoftimal mungkin, sehingga target 

kinerja dapat tercapai; 

d. Tercukupinya personel  dan pejabat yang membidangi sudah terisisejak Tribulan I 

Tahun Anggaran berkena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 

4.1.  KESIMPULAN  

Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono merupakan laporan 

pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kecamatan Kertosono 

dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Kertosono Tahun 2018-2023  

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kertosono pada Peraturan Presiden 

No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta 

sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.  

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup 

Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. 

Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 semua indikator 

sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan.  

Secara umum capaian kinerja Kecamatan Kertosono Tahun 2023 sudah memenuhi 

sasaran strategis yang telah ditargetkan, adapun sasaran strategis yang sudah dicapai 

sebagai berikutt :  

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

2. Meningkatnya efektifitas Koordinasi Tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat 

dan desa serta keamanan dan ketertiban 

3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik 

4. Meningkatnya Kelurahan yang tertib perencanaan, penganggaran dan pelaporan 

 

4.2.  SARAN 

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja perlu upaya 

yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, meningkat 

menjadi lebih baik dan akuntabel antara lain : 

a. Melakukan Re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi 

dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja 

b. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan; 

c. Memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Kertosono secara menyeluruh,efektif, dan 

efesien; 

d. Menguatkan komitmen dari masing-masing aparatur untuk meningkatkan kinerjanya. 



  

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Kecamatan Kertosono  Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun 

masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempunaan laporan 

kami pada Tahun mendatang.  

 

 

 Kertosono,  07 Pebruari 2024 

CAMAT KERTOSONO  

    

 

    

 MASHUDI NURUL HUDA, S.STP.MM 

 Pembina Tingkat I 

 NIP. 19760608 199511 1 002 
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